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Segala kegiatan dan tingkah laku manusia budaya (civi-
lized people) pada umumnya dimulai dari filosofi (filsafat)
yang diyakini kebenarannya. Dasar filosofis ini meerupakan
tuntunan bagi segala kegiatan dan tingkah laku manusia
yang menganutnya, dalam menyelenggarakan kehidupan
nasional yang bersifat politik kenegaraan, strategis, taktis

sampai ke kegiatan teknis.

Para pendahulu kita yang me-
rupakan the founding fathers
Negara Kesatuan RI (NKRI) yang
mewakili berba gal suku, etnik
dan golongan agama, telah de-
ngan arif menetapkan dasar fi-
losofis (philosophische grounds-
laag) bagi berdirinya negara Re-
publik Indonesia dan pengatur-
an kehidupan nasional. Dasar
tilosofis tersebut adalah Pancasi-
la, dalam Pembukaan UUD 1945
juga memuat cita-cita nasional
Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan mak-
mur; tujuan nasional: melin-
dungi segenap bangsa Indonesia
~dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia, dan untuk memajukan ke-
seJahteraan umum, mencerdas-

kan kehidupan bangsa dan un-
tuk melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Cita-cita nasional
merupakan light star dan tujuan
nasional merupakan national goal
(never ending goals) yang harus
diupayakan pencapaiannya me-
lalui pengamalan Pancasila.
Pengamalan Pancasila harus-
lah meliputi pengalaman obyek-
tit melalui UUD 1945 dan per-
aturan perundang-undangan di
bawahnya, dan pengamalan sub-
yektit oleh para penyelenggara
negara dan seluruh warga mas-
yarakat Indonesia, serta lemba-
ga/organisasi pemerintah dan
kemasyarakatan, dalam sikap
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dan tindakannya yang tidak
menyeleweng dari nilai-nilai lu-
hur Pancasila. Lima sila dari Pan-
casila adalah merupakan kebu-
latan yang utuh dan harmonis
yaitu nilai religius yang manu-
siawi dalam kebersamaan, per-
satuan dan kehidupan yang de-
mokratis menuju terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rak-
yat Indonesia.

Kalau kita menengok ke bela-
kang dalam sejarah perjuangan
bangsa Indonesia pada awal ke-
merdekaan sampai saat ini, da-
pat ditarik kesimpulan bahwa
telah terjadi penyimpangan dan
penyelewengan dalam peng-
amalan Pancasila, baik secara
obyektif dan subyektif. Penga-
laman sejarah perjuangan bang-
sa yang telah menelan korban
jiwa, harta benda dan penderi-
taan sebagian besar warga bang-
sa, hendaknya dapat dipelajari
dan dikaji bangaiaman peng-
amalan Pancasila dari awal ke-
merdekaan sampai saat ini.

Tinjauan terhadap Pengamal-
an Pancasila

Pada awal kemerdekaan sam-
pai tahun 1959, pengamalan
nilai demokrasi menjurus ke
arah sistem liberal berdasarkan
UUD RIS dan kemudian UUDS.
Hal ini ditandai dengan banyak-
nya partai (multi partai); Peme-
rintah tidak stabil, karena de-
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ngan mudah dapat dijatuhkan
oleh Parlemen. Pancasila teran-
cam diganti oleh ideologi lain,
seperti komunisme dan Islam
DI/ TII. Timbul gerakan separat-
isme yang mengancam persatu-
an Indonesia. Pembangunan so-
sial ekonomi belum dapat ber-
jalan, masih jauh dari nilai adil
dan makmur (keadilan bagi se-
luruh rakyat Indonesia).

Pada tahun 1959, konstitu-
ante hasil Pemilu 1955, tidak ber-
hasil menetapkan UUD yang
baru untuk menggantikan UUDS.
Dalam situasi yang mengancam
persatuan bangsa, Presiden Soe-
karno pada tanggal 5 Juli 1959
mendekritkan kembali ke UUD
1945, namun kemudian penga-
malannya banyak menyimpang
dari nilai-nilai Pancasila. Pada
masa Orla, nilai Persatuan Indo-
nesia sangat ditekankan, pem-
berontakan dan gerakan sepa-
ratis dapat ditumpas, Irian Barat
dapat dikembalikan ke pangku-
an Ibu Pertiwi. Namun nilai de-
mokrasi cenderung diabaikan,
semua kekuatan dipusatkan
pada Presiden Soekarno sebagai
Pemimpin Besar Revolusi. Di bi-
dang politik luar negeri, Indone-
sia mengadakan konfrontasi de-
ngan Malaysia, serta keluar dari
PBB dan membentuk NEFO
(New Emerging Forces). Pemba-
ngunan ekonomi guna mewu-
judkan keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia juga tera-
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baikan. Kondisi tersebut banyak
mengandung kerawanan, mem-
berikan peluang bagi G30S/PKI
mengadakan coup d'tat pada
tahun 1965.

Setelah G30S/PKI dapat di-
tumpas Orba berusaha dan ber-
tekad melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan
konsukuen. Pada mulanya dari
tahun 1968 sampai awal tahun
1980-an, hasil-hasil pembangun-
an nasional sudah memberikan
harapan, taraf hidup dan kese-
jahteraan rakyat pada umum-
nya meningkat, stabilitas nasio-
nal dapat dikendalikan. Namun
kehidupan demokrasi dan nilai-
nilai kemanusiaan cenderung
diabaikan. Pemerintah cende-
rung otoriter represif. Pada peri-
ode Orba, Timor Timur berinte-
grasi dalam NKRI sebagai
propinsi yang ke-27, namun pro-
ses integrasi ini b elum dapat di-
tuntaskan, sehingga belum di-
~akui oleh ’PBB, walaupun Indo-
nesia telah banyak mencurahkan
dana dan tenaga untuk mem-
bangun Timor Timur. Kondisi
kehidupan nasional pada awal
tahun 1990-an diperparah de-
ngan terjadinya KKN, krisis mo-
neter dan krisis ekonomi yang
berkelanjutan. Timbul krisis ke-
percayaan terhadap pemerintah-
an Orba, memicu gerakan refor-
masi, yang berakibat tumbang-

nya pemerintahan Orba pada
tahun 1998.
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Dari tahun 1988 sampai saat
ini bangsa Indonesia seakan-
akan kembali pada masa tahun
1950-an, terjadi lagi try and error
dalam mengamalkan Pancasila.
Dalam kehidupan nasional ter-
jadi kebebasan (demokrasi) yang
kebablasan yang cenderung
mengutamakan kepentingan pri-
badi, golongan dan daerah asal-
nya. UUD 1945 telah empat kali
diamandemen yang cenderung
mengabaikan Pembukaannya.
KKN bertambah marak dan ma-
kin merata, hutang pemerintah
dan swasta makin membengkak.
Terjadi banyak konflik antaret-
nis, antargolongan agama dan
gerakan teror. Setelah Timor
Timur terlepas dari NKRI gerak-
an separatis masih belum mam-
pu diatasi, khususnya di Propin-
s1 Papua, Propinsi NAD dan Pro-
pinsi Maluku. Pembangunan
ekonomi nyaris terhenti, peng-
angguran dan penduduk miskin
meningkat drastis, berakibat me-
rajalelanya kriminalitas yang
cenderung makin sadis. Para pe-
mimpin dan para pengamat si-
buk berdebat dan berpolemik
demi kepentingan masing-ma-
sing, kurang menaruh perhatian
terhadap kepentingan rakyat
dan kepentingan nasional. Se-
bagian besar rakyat menderita
dalam kemiskinan, penganggur-
an, kelaparan serta ditimpa ben-
cana alam banyjir, tanah longsor,
kebakaran, dan lain-lain. Partai
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politik sudah ratusan jumlahnya
yang ingin turut dalam Pemilu
2004, akan sangat membingung-
kan warga masyarakat pada
umumnya, dapat diperkirakan
sulit untuk membentuk yang so-
lid pada pasca-Pemilu 2004, tan-
pa sikap dan tindakan yang le-
bih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kepentingan
pribadi dan partainya. Demiki-
an pula Komite Konstitusi di-
harapkan dapat mengkaji ulang
dengan jernih amandemen UUD
1945, agar tidak menyimpang
dari Pembukuan UUD 1945.

Pentingnya Paradigma Nasio-
nal

Dari uraian tentang pengam-
alan Pancasila, baik secara
obyektif maupun secara subyek-
tif dari awal kemerdekaan sam-
pai saat ini, sangat dipengaruhi
oleh perkembangan lingkungan
strategis dalam negeri dan luar
negeri. Di samping itu juga sa-
ngat tergantung kepada pola
pikir, pola sikap danpola tindak
para pemimpin bangsa di kalang-
an pemerintahan (suprastsruk-
tur) dan di kalangan masyarakat
(infrastruktur dan substrsuktur).
Para senior pendahulu di Lem-
baga Ketahanan Nasional (Lem-
hannas) telah dengan arif me-
letakkan landasan pola pikir,
pola sikap dan pola tindak yang
dinamakan Paradigma Nasional
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agar pengamalan Pancasila se-
cara obyektif dan subyektif oleh
para penyelenggara negara, par-
tai politik, organisasi kemasyara-
katan dan warga masyarakat
pada umumnya, secara bertahap
dapat menuju ke cita-cita dan
tujuan nasional.

Paradigma Nasional tersebut
sampai saat ini masih diyakini
kebenarannya, khususnya di
lingkungan keluarga besar Lem-
hannas RI, dengan tata urut mu-
lai dari yang bersifat filosofis sam-
pai yang bersifat strategis, se-
bagai berikut.

1. Pancasila

Pancasila merupakan lan-
dasan filosofis sebagai Dasar
Negara dan Ideologi Nasional. Di
samping ada golongan yang se-
jak semula ingin mengganti Pan-
casila dengan ideologi lain, ada
beberapa pakar/intelektural
yang menganggap Pancasila se-
bagai utopia, sulit diwujudkan.
Namun dengan mengingat kon-
disi bangsa Indonesia yang sa-
ngat majemuk yang memiliki
wilayah kepulauan yang luas,
sangat memerlukan pengamalan.
nilai-nilai luhur Pancasila menu-
ju terwujudnya masyarakat
yang bersatu, adil dan makmur.
Pengamalan Pancasila yang ha-
nya terfokus pada salah satu nilai
atau tidak dalam keutuhan telah
terbukti mengakibatkan kemun-
duran kembali (setback) dalam
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rangka perjuangan bangsa, se-
hingga Indonesia makin terting-
gal oleh negara-negara lain. De-

ngan masih belakunya Pembu-
kaan UUD 1945, TAP MPR No.
XVIII/MPR/1998 yang menya-

takan Pancasila sebagal Dasar

Negara, maka pengamalan Pan-
casila bersifat perintah (impera-
tif), terutama bagi para penye-
lenggara negara. Pancasila harus
merupakan nilai dasar yang me-
landasi aturan hukum dan tin-
dakan para penyelenggara nega-
ra.

2. UUD 1945

UUD 1945 merupakan lan-
dasan konstitusional. Pasal-pasal
dari UUD 1945 adalah sebagai
penjabaran dari Pembukaan dan
sekaligus sebagai penjabaran
Pancasila guna mengatur ke-
hidupan politik, ekonomi, sosial
dan budaya, pertahanan dan
keamanan. Pasal-pasal UUD
1945 dapat diamandemen/di-
ubah sesuai tuntutan perkem-
bangan jaman, namun tidak
boleh bertentangan dengan Pem-
bukaannya.

3. Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara (Wa-
santara) merupakan landasan vi-
sional, terutama didasari oleh
geopolitik Indonesia dan Pan-
casila. Dengan mempertimbang-
kan kondisi geografis Indonesia
yang berbentuk kepulauan yang

luas, dihuni penduduk Indone-
sia yang besar jumlahnya dan
sangat heterogen (majemuk).
Wasantara mengajarkan pen-
tingnya persatuan bangsa Indo-
nesia dan kesatuan (keutuhan)
wilayah Nusantara. Tanpa per-
satuan bangsa dan kesatuan
wilayah, NKRI akan tercabik-
cabik menjadi negara-negara
kecil, akan terulang politik devide
et impera dalam bentuk baru,
antara lain dalam bentuk domi-
nasi politik dan ekonomi oleh
bangsa lain. Oleh karena itu per-
satuan bangsa Indonesia dan
keutuhan wilayah Nusantara
merupakan prasyarat tercapai-
nya tujuan nasional. Visi setiap

‘penyelenggara merupakan pra-

syarat tercapainya tujuan na-
sional. Visi setiap penyelengga-
ra negara dan segenap bangsa
Indonesia hendaknya merupa-
kan kondisi yang diinginkan
agar persatuan bangsa Indone-
sia makin kokoh dan kedaulatan
negara dapat makin tegak di se-
luruh wilayah Nusantara.

4. Ketahanan Nasioal

Ketahanan Nasional (Tannas)
merupakan landasan konseptu-
al, terutama didasari oleh geo-
strategi Indonesia dan Pancasi-
la. Tannas mengajarkan penting-
nya keterpaduan (integrasi) seg-
enap aspek kehidupan nasional,
dengan mengelola dan meman-
faatkan aspek alamiah



12

(wilayah/geografi, sumber keka-
yaan alam, dan kependudukan)
guna meningkatkan kondisi so-
sial (ideologi, politik, ekonomi,
sosial dan budaya, pertahanan
dan keamanan), sehingga diper-
oleh keuletan dan ketangguhan
bangsa Indonesia guna menga-
tasi segala bentuk tantangan, an-
caman, hambatan dan gangguan
yng datang dari dalam dan luar
negeri. Dalam rangka mewujud-
kan segenap aspek kehidupan
nasional yang terpadu, diperlu-
kan kualitas kepemimpinan na-
sional yang handal (mumpuni).

Di samping Paradigma Na-
sional yang telah diuraikan di
atas, Lemhannas juga telah
mengembangkan konsepsi-kon-

sepsi yang sangat erat kaitannya

dengan paradigma nasional,
 yaitu:

1. Kewaspadaan Nasional
(Padnas), dalam rangka meng-
antisipasi dan mengatasi segala
bentuk tantangan, ancaman,
hambatan dan gangguan yang
timbul dari perkembangan ling-
kungan strategis dalam dan luar
negeri dengan tetap berpegang
teguh pada nilai-nilai luhur Pan-
casila.

2. Sistem Manajemen Nasio-
nal (Sismennas) dan Kepemim-
pinan Nasional, dalam rangka
menciptakan kehidupan nasio-
nal yang demokratis menuju ter-
capainya cita-cita dan tujuan
nasional. Sismennas mengajar-
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kan adanya arus masuk dari Tata
Kehidupan Masyarakat (TKM)
berupa kepentingan/aspirasi
dan kader kepemimpinan mela-
lui Tata Politik Nasional (TPN),
kemudian masuk ke Tata Ad-
ministrasi Negara (TAN). Selan-
jutnya dilaksanakan oleh Tata
Laksana Pemerintahan (TLP).
TKM dapat memberi respon po-
sitif berupa partisipasi atau re-
spon negatif berupa arus ma-
suk/tambahan (umpan balik).
Demikian seterusnyasiklus terse-
but terselenggara dengan tertib
oleh para penyelenggara negara
dan organisasi politik serta or-
ganisasi kemasyarakatan, se-
hingga secara bertahap bangsa
Indonesia makin maju, mampu
mengejar ketertinggalannya dari
barngsa lain.

Peluang dan Kendala

Dalam era reformasi saat ini
pengamalan Pancasila kendala
yang cukup berat, namun pelu-
angnya walaupun tidak besar
masih ada. Kendala dan peluang
yang dominan (significant) ada-
lah sebagai berikut.

1. Kendala: (a) Amandemen
UUD 1945 cenderung menyim-
pang dari Pembukaan UUD
1945; (b) Organisasi PPolitik (Par-
pol) dan Organisasi Kemasya-
rakatan (Ormas) bebas menentu-
kan asasnya. Ada yang tidak
menggunakan Pancasila sebagai
asasnya. Tentunya asas ini akan
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terus diperjuangkan agar berha-
sil diwujudkan dalam kehidupan
kenegaraan; (c) Ada sebagian
pakar dan politisi yang alergi ter-
hadap Pancasila, mereka meng-
anggap Pancasila yang mengak-
ibatkan situasi krisis. Di samping
itu ada pula yang beranggapan
bahwa Pancasila merupakan
“utopia”, mereka cenderung
menganut paham klasik yang
sudah ada yaitu liberalisme dan
kapitalisme; (d) Penderitaan
rakyat yang masih berkelanjutan
sejak tahun 1998 sampai saat ini
mengakibatkan rakyat apatis,
sebagian lagi kembali kepada
suku, etnik atau daerahnya yang
cenderung menjurus kepada pri-
mordialisme.

2. Peluang: (a) Dalam sidang/
rapat Komisi Konstitusi terdapat
peluang untuk meluruskan kem-
bali UUD 1945; (b) Masih ada
Parpol dan Ormas yang tetap
berasaskan Pancasila. Tentunya
Parpol dan Ormas tersebut akan
terus memperjuangkan Pancasi-
la sebagai dasar negara dan ide-
ologi nasional; (¢) Pancasila ma-
sih ditetapkan oleh MPR sebagai
dasar negara dan ideologi na-
sional berarti merupakan perin-
tah kepada para penyelenggara
negara untuk mengamalkan
Pancasila, walaupun dia berasal
dari Parpol atau Ormas yang ti-
dak berasaskan Pancasila. (Da-
lam hal ini perlu diingat Sumpah

Jabatan Presiden, Wakil Pre-
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siden, Anggota MPR/DPR dan
penyelenggara negara lainnya);
(d) Adanya pendidikan Kewar-
ganegaraan di perguruan tinggi
dan kursus reguler serta kursus
singkat di Lemhannas merupa-
kan peluang bagi pemahaman

dan pengamalan PPancasila. Di

samping itu juga pendidikan
kader Parpol dan Ormas yang
berasaskan Pancasila merupa-
kan kader insan Pancasila sejati;
(e) TNI yang ber-Sapta Marga
dan Sumpah Prajurit, serta Polri
dengan Tri Bratanya, merupa-
kan kekuatan pendukung dan
pembela Pancasila.

Penutup

Walaupun pada era reforma-
si saat ini dan pada masa men-
datang, pengamalan Pancasila
menghadapi kendala yang cukup
berat. Namun seluruh insan Pan-
casila diharapkan akan terus
bejuang, terutama melalui jalur
pendidikan baik formal maupun
non formal dengan memanfaat-
kan peluang yang ada, termasuk
perjuangan dalam Komisi Kons-
titusi. Parpol dan Ormas yang
berasaskan Pancasila itu perlu
menyamakan persepsi, visi dan
misi sebelum dan setelah Pemilu
2004, demi tercapainya cita-cita
dan tujuan nasional.

Selain itu diperlukan situasi
yang kondusif dalam bidang per-
tahanan dan keamanan, di ma-

na TNI mampu menegakkan ke-
\
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daulatan negara, Polri mampu tertiban masyarakat (kamtib-
memberantas kriminalitas dan mas).
menciptakan keamanan dan ke-



